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} 1. Perusahaan Perorangan : UD, PB,dll : Ps 6 
KUHD dahulu jo UU No.3/82 jo No.20/2008 Tg
Usaha Mikro, Kecil, Menengah

} 2. Maatschap : Ps 1618 – 1652 KUHPdt
} 3. Firma : Ps 15 – 34 KUHD
} 4. CV : Ps 19-21 KUHD
} 5. PT : UU No.40/2007
} 6. BUMN : UU No.19/2003
} 7. BUMD : UU No. 23/2014
} 8. Koperasi : UU No. 25/92
} 9. BUMDes : UU No.6/2014
} 10. Sui Generis : Ex Konsorsium, dll



} Yang berbadan Hukum : 
} 1. PT.
} 2. BUMN
} 3. BUMD
} 4. Koperasi
} Lainnya merupakan badan usaha yang tidak 

berbadan hukum.
} Ada yang merupkan usaha perorangan dan 

ada yang merupakan usaha bersama atau 
kerjasama dengan orang lain.



} Sumber Hukum Badan Usaha : 
} KUHPdt, KUHD,UU No.1 Thn 1995 Tg PT Jo 

UU No.40/2007 ,UU No.8 Thn 1995 Tg 
Pasar Modal ,UU No. 7 Thn 1992 jo UU 
No.10 Thn 1998 Tg Perbankan, UU No.8 
Thn 1997 Tg Dokumen Perusahaan, UU 
No.3 Thn 1982 Tg Wajib Daftar Perusahaan, 
UU No.4 Thn 1998 Tg Kepailitan jo UU 
No.37/2004 , UU No. 25/92 Tg Koperasi, 
UU No.23/2014 Tg Pemda; 



} UU No. 6 /2014 Tg Desa,
} UU No.19 Thn 2003 Ttg BUMN, 
} UU No. 5 /99 Tg Anti Monopoli, 
} UU No. 25/2007 Tg Penanaman Modal , dan 
} PP, Kepres, Kep.Menteri dan sebagainya sebagai 

bentuk peraturan pelaksanaan atas UU terkait; 
} Kebiasaan dan Jurisprudensi serta 
} Doktrin ( Pendapat Ahli yang sdh menjadi 

Communis Opinio Doctorum )



} 1. Maatschap 
} 2. Firma
} 3. CV
} 4. BV
} 5. NV.
} Menurut Psl 7.800 BW < perusahaan 

persekutuan adl  suatu perj untuk bekerja 
sama untuk kepentingan bersama yg 
bertujuan mendapatkan keuntungan finansial 
bagi semua anggota mel;alui inbreng.



} Di Belanda NV sudah dimasukkan ke dalam
NBW, sedangkan Maatschap, Firma dan CV 
sejak tahun 2005 sedang dilakukan proses 
perubahan hukum persekutuan. 

} Sampai saat ini belum diperoleh informasi
detail tentang hal ini.

} Issue yg berkembang di Belanda adalah
adanya keinginan kuat untuk mengatur CV 
sebagai badan hukum.



} Pengaturan CV dan Firma sebagai Badan 
Hukum bertujuan untuk memberikan 
kemudahan dalam proses pendaftaran harta 
bersama para sekutu dalam persekutuan 
sebagai harta atau aset persekutuan. 

} Diilhami oleh entity theory atau teori badan 
hukum. 

} Di Belanda kuat pandangan yg membedakan “ 
vennootschap “  yg merupakan kumpulamn 
modal ( BV dan NV ) dg Maatschap, Fa dan 
CV.



} 1. Sole Proprietorship (Kepemilikan Tunggal);
} Bentuk badan usaha yang paling sederhana di AS 

adalah Sole proprietorship, di mana kegiatan 
usahanya adalah milik pribadi, berikut hutang serta 
kewajiban pajaknya juga melekat pada diri 
pemiliknya, sehingga tidak ada perlindungan hukum 
atas harta pribadinya. Pemilik sole proprietorship 
dapat mendaftarkan nama perusahaan miliknya, 
namun hanya untuk tujuan penamaan kegiatan usaha 
saja agar berbeda dengan nama dari pribadi 
pemiliknya. Oleh sebab badan usaha semacam ini 
hanya terdiri dari satu orang pemilik, maka 
sesungguhnya badan usaha semacam ini tidak 
termasuk bagian dari hukum perusahaan.



} 2. General Partnership (“GP”) / Persekutuan Umum;
} General Partnership adalah suatu badan usaha yang 

dibuat oleh paling sedikit 2 (dua) orang sekutu, bisa 
perorangan atau badan hukum seperti persekutuan 
atau perusahaan lain. Masing-masing sekutu secara 
pribadi, bersama-sama maupun secara terpisah, 
bertanggung jawab atas hutang dan kewajiban 
persekutuan tersebut. Sebaliknya, masing-masing 
sekutu juga berhak untuk melakukan kegiatan usaha 
sebagai co-owner atas kegiatan usaha mereka. Oleh 
sebab itu, baik keuntungan maupun kerugian 
persekutuan pada umumnya dibagi rata di antara 
para pihak dalam persekutuan tersebut, atau sesuai 
dengan kontribusi masing-masing pihak dalam 
persekutuan tersebut. 



} 3. Limited Partnership (“LP”) / Persekutuan Terbatas;
} Limited Partnership adalah variasi dari General 

Partnership yang terdiri dari satu atau lebih sekutu 
umum ditambah satu atau lebih sekutu terbatas. 
Sekutu umum dapat suatu Perseroan Terbatas atau 
suatu perusahaan yang ingin menghindari 
pertanggungjawaban tak terbatas sebagaimana orang 
perseorangan. Aturan terkait sekutu umum pada 
dasarnya sama dengan aturan bagi persekutuan pada 
GP, namun sebaliknya, pertanggungjawaban terhadap 
sekutu terbatas pada LP hanya terbatas pada 
investasinya dalam persekutuan. Sekutu terbatas 
tidak turut serta dalam manajemen dan tidak berhak 
untuk bertindak atas nama perusahaan.



} 4. Corporation (Perusahaan);
} Corporation atau perusahaan adalah suatu badan hukum 

yang didirikan dengan cara membuat dan mendaftarkan 
akta penggabungan pada pihak yang berwenang di tiap 
negara bagian, di mana kemudian terbit sertifikat 
penggabungan, suatu dokumen yang dapat membuktikan 
keberadaan perusahaan tersebut. Akta penggabungan 
pada umumnya memuat aturan-aturan terkait nama 
perusahaan, alamat kantor, kedudukan hukum 
perusahaan, tujuan perusahaan, kelas sahamnya dan hak-
hak terkait saham pada kelasnya tersebut. Nama 
perusahaannya harus memuat suatu addendum yang 
menunjukkan batasan tanggung jawab perusahaan 
tersebut, misalnya dengan tambahan Corp. (Corporation), 
Inc. (Incorporation) atau Ltd. (Limited). the existence of the 
corporation does not depend on the life of its 
stockholders.



} 5.  LLC atau PT adalah sebuah badan hukum yang 
prosedur pendiriannya sangat mirip dengan corporation, 
yaitu memerlukan perjanjian dari para pendiri PT secara 
tertulis dan perijinan pihak berwenang dari negara bagian 
tempat didirikannya PT tersebut. PT mengkombinasikan 
keuntungan dari prinsip pertanggungjawaban terbatas dari 
korporasi dan status pajak dari suatu persekutuan yaitu 
dihindarinya pajak penghasilan ganda bagi perseroan. 
Namun demikian, berbeda dengan badan usaha 
corporation yang memiliki sifat yang abadi, suatu PT 
hanya dapat memiliki jangka waktu yang terbatas. Lebih 
jauh, pemegang saham dari suatu PT dapat mengalihkan 
sahamnya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan 
pemegang saham lainnya, akan tetapi pemegang saham 
tidak dapat mengalihkan hak votingnya tanpa persetujuan 
pemegang saham lainnya. 



} 6. Limited Liability Partnership (“LLP”) / Persekutuan Tanggung 
Jawab Terbatas;

} Suatu LLP adalah suatu general partnership di mana para 
sekutunya memiliki perlindungan atas pertanggungjawaban 
tertentu. Lingkup perlindungan tersebut bervariasi antara satu 
negara bagian dengan negara bagian lainnya, namun pada 
umumnya, perlindungan itu diberikan dalam hal terjadinya 
kelalaian professional atau malpraktik yang dilakukan oleh 
sekutu lainnya. Dalam hal ini, masing-masing sekutu 
sepenuhnya bertanggung jawab atas tindakan professionalnya 
masing-masing. Tipe badan hukum semacam ini banyak dipakai 
oleh pengacara dan konsultan pajak di AS. Berbeda dengan PT, 
LLP memiliki jangka waktu yang tidak terbatas dan perubahan 
atas anggotanya memerlukan persetujuan dari sekutu lainnya 
dengan cara masuknya sekutu baru dan keluarnya sekutu yang 
lama.



} 1. Association / Assosiasi;
} Suatu assosiasi adalah sekelompok orang yang 

bekerja bersama-sama untuk tujuan yang sama dan 
bisa menjadi assosiasi inkorporasi atau assosiasi 
non-inkorporasi. Keuntungan dari sebuah assosiasi 
inkorporasi adalah assosiasi tersebut menjadi badan 
hukum terpisah sehingga bisa memiliki kekayaan 
pribadi dan dapat menuntut atas namanya sendiri di 
muka pengadilan. Assosiasi di Australia adalah 
organisasi non profit yang didaftarkan berdasarkan 
Associations Incorporation Acts yang terdapat di 
masing-masing negara bagiannya. Sebagai suatu 
badan hukum terpisah, anggota dari assosiasi 
inkorporasi tidak bertanggung jawab atas hutang dan 
kewajiban assosiasi.



} 2. Sole Trader Business / Pengusaha Tunggal;
} Berdasarkan hukum, tidak ada perbedaan 

antara pengusaha tunggal dengan pemilik 
usaha. Hutang-hutang dan kewajiban yang 
timbul dari usahanya merupakan kewajiban 
pribadi dari pengusaha tunggal tersebut 
karena seorang pengusaha tunggal bukanlah 
suatu badan hukum terpisah.



} 3.Partnership / Persekutuan;
} Suatu persekutuan adalah suatu usaha yang dimiliki 

dan dijalankan oleh dan atas nama suatu gabungan 
dari dua atau lebih orang. Ciri yang utama dari suatu 
persekutuan terletak pada melekatnya kewajiban 
fidusia (fiduciary duties) yang luas pada para 
sekutunya. Suatu persekutuan dapat dibentuk baik 
melalui perjanjian tertulis atau hanya melalui 
persetujuan secara verbal. Persekutuan di Australia 
diatur oleh Partnership Act yang ada di masing-
masing negara bagian. Meskipun memiliki prosedur 
yang berbeda di masing-masing negara bagian, 
namun pada umumnya suatu persekutuan dapat 
menjadi persekutuan inkorporasi (badan hukum 
terpisah) dan persekutuan terbatas.



} Partnership Act mengatur bahwa masing-masing 
sekutu memiliki kewenangan untuk mengikat 
persekutuan dengan tindakannya apabila 
tindakan tersebut diambil atas nama persekutuan 
dan tindakan tersebut dilakukan sesuai dengan 
tujuan usaha persekutuan tersebut. Sedangkan 
tindakan sekutu yang tidak mengikat 
persekutuan adalah ketika sekutu tersebut tidak 
memiliki kewenangan untuk memasuki suatu 
transaksi dan lawan transaksinya mengetahui 
bahwa sekutu tersebut tidak memiliki 
kewenangan atau setidaknya lawan transaksinya 
tersebut  tidak mempercayai bahwa dia adalah 
seorang sekutu dalam persekutuan tersebut.



} 4. Trust;
} Suatu trust adalah sebuah hubungan seimbang yang 

ada ketika terdapat keterpisahan antara manfaat dan 
legalitas kepemilikan atas suatu aset. Esensi dari 
suatu trust adalah di mana suatu aset dimiliki dan 
dikelola secara sah oleh seorang trustee namun 
keuntungan atas kekayaan atau aset tersebut 
diberikan kepada penerima manfaat. Kewenangan 
yang dimiliki oleh trustee dan kewajiban untuk 
mengelola aset tersebut bagi penerima manfaat, 
menimbulkan kewajiban fidusia pada trustee untuk 
bertindak berdasarkan itikad baik dan untuk tujuan 
yang pantas, yaitu bagi keuntungan si penerima 
manfaat. Pembentukan trust biasanya cukup 
dituangkan pada suatu akta trust.



} 5. Company / Perseroan;
} Suatu perseroan adalah suatu badan hukum yang 

terpisah dari pemilik dan pengurusnya. Suatu 
perseroan dikelola oleh direktur dan pejabat 
senior eksekutif yang dipilih oleh pemegang 
saham. Sebagai suatu badan hukum terpisah, 
hutang dan kewajiban perseroan bukanlah 
tanggung jawab dari pemegang saham. Suatu 
perseroan juga dapat memiliki kekayaan dan 
memiliki kewenangan serta kecakapan layaknya 
orang perorangan. Ada empat jenis perseroan di 
Australia yang dibedakan menurut bentuk 
pertanggungjawabannya, sebagai berikut :



} Company limited by share capital : ini merupakan 
bentuk perseroan paling umum yang 
mengijinkan para pemegang saham untuk 
membatasi tanggung jawabnya atas 
kebangkrutan perseroan pada nilai sahamnya.

} Company limited by guarantee : bentuk 
perseroan ini hanya digunakan bagi perseroan 
yang tujuannya untuk amal dan tujuan non-profit 
lainnya. Perseroan semacam ini mengijinkan 
pemegang saham untuk membatasi tanggung 
jawabnya sebesar jaminan yang dinyatakannya 
dalam anggaran dasar perseroan.



} No liability company : perseroan ini hanya 
digunakan untuk perusahaan tambang dan 
para pemegang sahamnya tidak bertanggung 
jawab untuk membayar apapun dalam hal 
bangkrutnya perseroan.

} Unlimited liability company : perseroan ini 
menentukan bahwa para pemegang 
sahamnya memiliki tanggung jawab tak 
terbatas atas hutang perseroan dan dengan 
demikian sangat jarang digunakan dalam 
praktik.



} 6. Joint Venture (“JV”);
} JV menyangkut dua atau lebih pihak 

(termasuk orang perseorangan maupun 
perusahaan) yang bekerjasama atas suatu 
proyek untuk menciptakan suatu produk 
yang dibagi di antara para pihak dalam JV 
tersebut. Tidak ada undang-undang yang 
mengatur secara spesifik mengenai 
dibentuknya JV, hal ini berarti tidak 
persyaratan tertentu untuk sebuah JV.
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